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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Sejak 1960-an, pengharaman riba’ telah menjadi salah satu isu 

sentral yang paling banyak didiskusikan dikalangan cendekiawan 

muslim. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik 

masyarakat muslim, gerakan reformasi dan islamisasi ilmu pengetahuan 

dan tokoh muslim itu sendiri. 

Besarnya gerakan terhadap diskusi bunga yang dianggap sebagai 

riba’menjadi sebuah gerakan besar untuk menciptakan sebuah model 

lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip islam. Hal ini merupakan 

landasan sekaligus alasan mendasar unuk segera dibentuknya bank 

islam. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia islam, bank 

islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang 

pengoprasianya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah islam. 
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Berdasarkan rumusan tersebut, bank islam berarti bank yang tata 

pengoperasianya didasarkan pada tata cara bermuamalat berdasarkan 

islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qurán dan Hadist. 

Sedangkan “Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun 

perorangan dengan masyarakat.13 

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal  1 

ayat (7)  Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam 

Pasal 1 ayat (22 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip 

hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah.14 

2. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah 

Dalam operasinya, bank syariah mengikuti atura-aturan dan norma-

norma islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian diatas, yaitu: 

 
13 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, ( Jakarta : Graha ilmu, 2012), hlm 49 
14 Ibid,...., hlm. 49 
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a. Bebas dari bunga (riba). 

b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian 

(maysir). 

c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar). 

d. Bebas dari hal-hal yang rusak dan tidak sah (bathil). 

e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.15 

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah 

Sebagai sebuah lembaga keuangan, Bank Syariah adalah 

lembaga keuangan yang menjalankan perannya untuk menjadi lembaga 

intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya 

bank syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam 

pergerakan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan normative 

dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara 

islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, 

agar terhindar dari praktek-praktek riba’ atau jenis-jenis 

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) 

dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang islam, juga telah 

menimbulkan dampak negatif ekonomi umat. 

b. Untuk menciptakan keadilan dibidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

 
15 Diana Yumanita, Bank Syariah : Gambaran Umum, ( Jakarta : Pusat Pendidikan dan  Studi 

Kebangsaan, 2005), hlm. 4 
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kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang 

membutuhkan dana. 

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat. 

d. Untuk menjaga kestabilan ekonomi / moneter pemerintah. 

e. Untuk menyelamatkan kebergantungan umat islam pada bank non 

islam (konvensional). 

Dalam paradigma akuntansi islam, bank syariah memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Manajemen investasi 

b. Investasi 

c. Jasa layanan keuangan 

d. Jasa sosial16 

B. Strategi 

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai. 

Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai 

dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 

 
16 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah,....., hlm. 53 
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Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola 

konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari 

kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.17  

C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank 

syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau 

pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dikerjakan oleh orang lain.18 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik 

dilakuan sendiri ataupu lembaga.19 Pembiayaan adalah salah satu jenis 

kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan 

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan mushara kah. 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiyah bittamlik. 

 
17 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/. diakses pada tanggal  25 

november pukul 20.23   
18Muhammad, Menejemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304 
19 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 

681 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/
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c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istisna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah 

dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan 

pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 

dana tersebut setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil.  

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah 

bertindak sebagai penyedia dana. 

b) Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat 

pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka 

waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut 

kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil. 

2. Tujuan Pembiayaan 

a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah.  Oleh karena itu, bank hanya 

akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang 
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diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterimannya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul 

unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu 

pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan 

demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian 

pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.  

b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar benar 

tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan 

keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam 

bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin 

pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat 

menjadi kenyataan.20 

3. Unsur - unsur Pembiayaan  

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, 

dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian 

kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar 

harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai 

dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. 

Berdasarkan hal di atas unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah: 

 
20 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta :PT 

Raja Grfindo Persada, 2010), hlm. 5  
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a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib) hubungan pemberi pembiayaan 

dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang 

saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan 

saling tolong menolong.21 

b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib didasarkan 

atas prestasi, yaitu potensi mudharib. 

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal 

kepada pihak lainya yang berjanji membayar dari mudharib kepada 

shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, 

tertulis akad pembiayaan atau berupa instrumencredit intrument.22 

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal 

kepada mudharib. 

e. Adanya unsur waktu time element. unsur waktu merupakan unsur 

essensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik 

dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya 

penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih 

besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan 

karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi. 

f. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dipihak shahibul maal 

maupun di pihak mudharib. Risiko di pihak shahibul maal adalah 

 
21 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking, ..... , hlm. 701 
22 Ibid, ..... , hlm. 703 
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resiko gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha 

(pinjaman komersil) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman 

konsumsi) atau karena ketidaksengajaan membayar. Resiko di pihak 

mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain 

berupa shahibul maal yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul 

maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau 

tanah yang dijaminkan.23 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan   

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.  

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of 

property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan 

menjadi harga jual barang.24 Prinsip jual beli ini dikembangkan 

menjadi bentuk bentuk pembiayaan sebagai berikut:  

1) Pembiayaan Murabahah  

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli 

antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang 

yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah 

dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank 

Islam dan nasabah.25  

 
23Ibid,...., hlm. 710 
24 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm. 26-27 
25 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking,....., hlm. 687  
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Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah 

yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, murabahah 

(bai’ murabahah) adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ murabahah, 

penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

Selain itu, dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. 

Transaksi murabahah dalam Lembaga Keuangan 

Syariah, khususnya perbankan menempati porsi yang paling 

besar, bahkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hampir 

seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prisip 

jual beli murabahah. Salah satu penyebabnya adalah paradigma 

para pelaksana Bank Syariah yang menyamakan atau 

membandingkan dengan Bank Konvensional. 

Murabahah dianalogkan dengan Kredit Kendaraan 

Bermotor (KKB), adanya KPR yang dilaksnakan oleh Bank 

Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki 

perbedaan yang mendasar. Bank Konvensional 

memperhitungkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dasar 

uang yang diberikan (uang sebagai komoditi) termasuk apabila 
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terjadi penurunan uang yang diberikan, sedangkan dalam 

murabahah keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang tidak 

merugikan kedua pihak, sehingga tidak dapat dikaitkan uang 

yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh.26 

2) Pembiayaan Salam  

Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) 

dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya 

dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut 

diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Kamus 

Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, salam adalah jual beli 

barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di 

muka, dengan syarat-syarat tertentu.  

Transaksi salam banyak dipergunakan untuk bidang 

pertanian, dimana pada awal musim tanam petani membutuhkan 

modal untuk memproduksi hasil pertanian, baik modal dalam 

bentuk kas maupun modal dalam non kas atau barang yang 

berhubungan dengan produksi pertanian seperti misalnya bibit, 

pupuk, alat pertanian dan sebagainya untuk membantu petani.27 

Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, 

kualitas, harga dan waktu penyerahan. Ketentuan umum dalam 

bai’ salam diantaranya pembelian hasil produksi harus diketahui 

 
26 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hlm. 73-

74  
27 Ibid,...., hlm. 161 
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spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, 

dan jumlahnya, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau 

tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab  

3) Pembiayaan Istishna  

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam 

bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan 

penjual.28 Istishna diterapkan pada pembiayaan  manufaktur dan 

konstruksi. Kriteria umum istishna yaitu spesifikasi barang 

pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan 

jumlahnya, harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam 

akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. 

Jadi istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan 

produsen yang bertindak sebagai penjual, penyerahan dilakukan 

kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan 

akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk menyediakan 

barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan 

menjualnya dengan harga yang disepakati.  

Cara pembayarannya dapat berupa  pembayaran dimuka, 

cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.29 

 
28 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking,...., hlm 688 
29 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah,...,  hlm. 201 
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b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil. Untuk pembiayaan dengan 

prinsip ini meliputi:  

a) Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara 

penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan 

usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua 

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya.30  

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah 

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah 

yang terkait dengan mudharabah yaitu, pertama mudharabah, 

yaitu usaha yang beresiko adalah akad kerjasama usaha antara 

pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dimana 

keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan 

kerugian ditanggung pemilik  dana. Istilah lain dari mudharabah 

adalah muqaradhah dan qiradh.  

Kemudian mudharabah mutlaqah, yaitu akad 

mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara 

pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang cakupannya 

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu 

dan daerah bisnis.  

 
30

 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking,.... , hlm. 687 
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Dan mudharabah muqayyadah, yaitu akad-akad 

mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama 

anatara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya 

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.31 

b) Pembiayaan Musyarakah  

Musyarakah adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh 

dua pihak dengan ketentuan umum yaitu, semua modal 

disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan 

dikelola bersama-sama, setiap pemilik modal berhak turut serta  

dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh 

pelaksana proyek.  

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah 

yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan musyarakah, saling 

kerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra adalah pembiayaan 

berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak                                           

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, 

sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar 

partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.32  

 

 
31 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah,…, hlm. 326 
32 Ibid,...., hlm. 394 
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c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa.  

Untuk pembiayaan dengan prinsip ini diklasifikasikan 

menjadi pembiayaan:  

a) Pembiayaan Ijarah  

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu 

barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.33 Dalam 

PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan bahwa ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti 

dengan pemendahan kepemilikan asset itu sendiri.34  

b) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Biltamlik/ Wa Iqtina  

Pembiayaan ijarah muntahiyah biltamlik/ wa iqtina adalah 

perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan 

perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan 

sewa kepada pihak penyewa.35 Menurut PSAK 107 tentang 

akuntansi ijarah dijelaskan bahwa ijarah muntahiyah biltamlik 

adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan kepemilikan asset yang 

diijarah-kan pada saat tertentu. 

d. Pembiayaan Lainnya. 

Berdasarkan prinsip rahn dan qardh  

a) Rahn (gadai)  

 
33 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking,...., hlm. 688 
34 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah,...., hlm. 455 
35 Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, Islamic Banking,...., hlm. 688 
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Digunakan untuk memberikan  jaminan pembayaran kembali 

kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang 

digadaikan wajib memenuhi kriteria, diantaranya milik nasabah 

sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan bedasarkan 

nilai rill pasar, dan dapat dikuasai, namun tidak boleh 

dimanfaatkan oleh bank.  

b) Qardh (pinjaman kebaikan) Qardh digunakan untuk membantu 

keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk 

ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. 

Dana qardh yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana 

zakat, infaq dan shadakah. 

Dari pengkategorian pembiayaan berdasarkan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR sebagai 

berikut:  

a) Lancar   

Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan 

margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh 

tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang 

diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama 

sekali.   

Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila:   

1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.  

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif  
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3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai 

(cash collateral).  

b) Dalam Perhatian Khusus   

Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan 

adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan 

debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit 

margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh 

terhadap pembayaran angsuran.   

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria 

antara lain: 

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga 

yang belum melampaui 90 hari.  

2) Kadang-kadang terjadi cerukan   

3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan   

4) Mutasi rekening relatif aktif   

5) Didukung dengan pinjaman baru  

c) Kurang Lancar  

Kurang lancar adalah pembiayaan yang mana 

pembiayaan margin dan angsuran pokok mungkin akan atau 

sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak 

menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, 
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kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat 

tidak memadainya agunan.   

Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain: 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari.   

2) Sering terjadi cerukan.  

3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

lebih dari 90 hari. 

4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.    

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.  

6) Dokumen pinjaman yang lemah.  

d) Diragukan  

Diragukan adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh 

pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan 

kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar 

maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus 

diambil untuk meminimalkan kerugian.   

Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain:  

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga 

yang lebih telah melampaui 180 hari.  

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.   

3) Terjadi wanprestrasi lebih dari 180 hari.   

4) Terjadi kapitalasi bunga.   
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5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian 

pembiayaan maupun pengikatan jaminan.   

e) Macet (loss)   

Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa 

ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan 

yang diberikan.   

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga 

yang telah melampaui 270 hari.  

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.   

3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai yang wajar.   

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan 

pembiayaan bermasalah, pembiayaan tidak bermasalah apabila 

termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan 

pembiayaan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang 

lancar, diragukan, dan macet. 

5. Penetapan Kualitas Pembiayaan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 

9/9PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai 

dari berdasarkan aspek-aspek: 

a. Prospek usaha 
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b. Kinerja (performance) nasabah; dan 

c. Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan. 

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan 

lancar disebut golongan  I (satu), untuk golongan dalam perhatian 

khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut 

golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV 

(empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).36 

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, 

pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu 

untuk masing–masing kelompok produk pembiayaan. Pembiayaan 

menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko 

kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan 

dalam memenuhi kewajiban – kewajiban untuk membayar bagi hasil, 

serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan 

kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil.  

 

 

 

 

 
36 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,....., Hlm. 67 
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D. UMKM 

1. Pengertian UMKM 

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.37 Pasal I dari 

UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha Produktif 

milik perorangan dan/badan usaha perorangan yang memiliki kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.38  

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki 

beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni 

sebagai berikut :  

a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) :  

1) Usaha Mikro   

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria 

usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:   

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau   

 
37 Tulus T.H Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16 
38  Ibid,...., hlm. 17 
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).   

Ciri-ciri usaha mikro menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003:   

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-

waktu dapat berganti.   

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu 

dapat pindah tempat.   

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana 

sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 

keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) 

belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.   

4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.   

5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian 

dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.   

6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan 

legalitas lainnya termasuk NPWP.   

Contoh usaha mikro :  

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, 

nelayan dan pembudidaya;  

2. Industri makanan dan minuman, industri meubelair 

pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat 

alat-alat;  
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3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di 

pasar;  

4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;  

5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek 

dan penjahit (konveksi).  

2) Usaha Kecil   

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria usaha 

kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:   

1. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau   

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta 

rupiah).  
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Ciri-ciri usaha kecil menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003:   

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah 

tetap tidak gampang berubah;  

2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindah pindah;   

3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan 

walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai 

dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat 

neraca usaha;  

4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP;  

5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman 

dalam berwirausaha;  

6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal;  

7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha 

dengan baik seperti business planning.  

Contoh usaha kecil :  

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki 

tenaga kerja;  

2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul 

lainnya;  
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3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri 

meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, 

industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;  

4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;  

5. Koperasi berskala kecil.  

3) Usaha Menengah   

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria 

usaha menengah dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan 

bahwa:   

1. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau   

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00, (lima puluh milyar 

rupiah).  
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Ciri-ciri usaha menengah menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003:   

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi 

yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan 

pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, 

bagian pemasaran dan bagian produksi;  

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan 

sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan 

untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk 

oleh perbankan;  

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan;  

4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin 

tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan 

lingkungan;  

5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;  

6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang 

terlatih dan terdidik.  

Contoh usaha menengah hampir menggarap komoditi 

dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:  

1. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala 

menengah;  

2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;  



41 

 

3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment 

dan jasa transportasi taxi dan bus antar profinsi;  

4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan 

logam;  

5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan 

marmer buatan.  

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau 

jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha mikro, kecil dan 

menengah, sebagai   berikut :  

1. Usaha Mikro : Memiliki 1 – 4 orang tenaga kerja.   

2. Usaha Kecil : Memiliki 5 – 19 orang tenaga kerja.   

3. Usaha Menengah : Memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja.   

4. Usaha Besar : Memiliki di atas 99 orang tenaga kerja.39 

E. Pembiayaan bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut 

kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan 

kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk 

membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian 

penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:40 

 
39Tri Andina Rahayu, Skripsi, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran 

Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  di Bmt 

Taruna Sejahtera. (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga) 
40 Abd. Shomad, Trisadini Prasastinah Usanti, Transaksi Bank Syariah,....., hlm. 105 
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a) Lancar apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak 

ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu 

menyampaikan laporan keuagan secara teratur dan akurat, secara 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan 

kuat. 

b) Dalam Perhatian Khusus Apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dam atau margin sampai dengan 90 hari. Akan 

tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan 

akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian 

piutang yang tidak prinsipil. 

c) Kurang Lancar apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, 

penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, 

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang 

untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.  

d) Diragukan apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok 

dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 

hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak 

dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan 
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pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil 

terhadap persyaratan pokok perjanjian. 

e) Macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau marginyang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi 

perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. 

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak 

dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah 

Non Performing Fanancing (NPF) untuk menfasilitasi pembiayaan 

maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak 

dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. 

Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh 

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah 

Non Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan 

Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet. 

Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya 

(Performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan 

mengahasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang atau 

menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu 

mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu 

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari 

skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 
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2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah 

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan 

Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain 

dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. 

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang 

sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai 

resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa: 

a) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar. 

b) Margin/Bagi hasil /fee tidak dibayar. 

c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan. 

d) Turunya kesehatan pembiayaan (finance soundness). 

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya 

pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) yang 

disebabkan oleh faktor intern bank. 

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan faktor intern 

dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang timbul dari 

dalam bank itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah 

faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan 
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yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal 

contohnya:41 

a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan(berpeluang melakukan side 

streaming). 

d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah. 

e) Proyeksi penjualan terlalu optimis. 

f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhatian aspek kompetitor. 

g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 

h) Lemahnya supervisi dan monitoring. 

i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara 

nasabah dengan pejabat bank sehingga proses pembiayaan tidak 

didasarkan pada praktek perbankan yang sehat. 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar 

kekuasaan manajemen perusahaan, contohnya: 

a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 

informasi dan laporan tentang kegiatannya). 

b) Melakukan sidestreaming penggunaan dana. 

 
41 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,..., Hlm. 73 
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c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadahi sehingga kalah 

dalam persaingan usaha. 

d) Usaha yang dijalankan relatif baru. 

e) Bidang usaha nasabah terlalu jenuh. 

f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis. 

g) Meninggalnya key person. 

h) Perselisihan sesama direksi. 

i) Terjadi bencana alam.  

j) Terjadinya peperangan. 

k) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor 

ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi 

perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. 

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh 

pada: 

a) Kolektibilitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin 

meningkat, 

b) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin 

menurun, 

c) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya 

bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan, 

d) CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun, 
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e) Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat 

menananamkan modalnya atau berkurangnya investor atau 

berpindahnya investor, 

f) Dari aspek moral, bank telah bertundak tidak hati-hati dalam 

menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil 

untuk nasabah yang telah menempatkan dananya, 

g) Meningkatnya biasya opersasional untuk penagihan,  

h) Meningkatnya biaya operasional jika beracara secara litigasi, dan 

i) Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat 

membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha bank dapat 

dicabut.42 

3. Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui 

kalayak dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui 

hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak, 

dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber 

pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan 

sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun penggunaanya, serta 

struktur pembiayaan sehingga mengamankan resiko dan 

menguntungkan bagi bank dan nasabh. Dalam menganalisis 

pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah 

 
42Abd. Shomad dan Trisadini Prasastinah Usanti, Transaksi Bank Syariah,....., Hlm. 103-104 
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untuk memenuhi kewajibanya serta terpenuhinya aspek ketentuan 

syariah. 

Bank syariah dala menyalurkan pembiayaan wajib menempuh 

cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

memercayakan danaya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil 

dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis 

pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan 

dilaksanakan dengan cara profesional dapat berperan sebagai saringan 

pertama dalam usaha bank menangkal pembiayaan bermasalah. 

Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di 

dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan 

kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. 

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank 

Syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5 C, 

yaitu: 

a. Character: penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui 

itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibanya (willingness to 

pay) dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi 

yang positif dan kooperatif. Karakter merupkan faktor yang 

dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut 

cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak 

mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi 
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bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah 

dapat diperoleh dengan upaya antara lain: 

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah, 

2) Verifikasi data dengan melakukan interview, 

3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya, 

4) Bank Indonesia checking kepada asosiasi-asosiasiusaha dimana 

calon nasabah berada, dan 

5) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah. 

b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah ntuk menjalankan usahanya 

guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat 

mengembalikan pembiayaan yang diterima, untk mengukur 

capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance apakah 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 

tahun terakhir). 

2) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para 

pengurus. Hal ini sanagt penting untuk perusahaan-perusahaan 

yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan 

yang melakukan profesionalisme tinggi. 

3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah 

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang 

diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan 

bank.  
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4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dengan 

keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

dalam memimpin perusahaan. 

5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-

faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, 

peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industy relation 

hingga kemampuan merebut pasar. 

c. Capital adalah menilai jumlah modal sendiri yang di investasikan 

oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk 

menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan 

usahanya. 

d. Condition yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi 

sosial dan ekonomi. Yang mempengarhi kondisi antara lain 

peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian 

dunia, kondisi ekonomi yang memengaruhi pemasaran, produk, dan 

keuangan. 

e. Collateral, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut 

harus dinilai oleh bank untuk mengetahui resiko kewajiban finansial 

nasabah terhadap bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, 

lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumya. Penilaian terhadap 

collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut: 
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1) Segi ekonomis, yaitu untuk ekonomis dari benda yang 

diagunkan. 

2) Segi yuridis,  yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi 

syarat-syarat untuk dipakai sebagai agunan.43 

4. Tujuan Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu, tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah 

pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam 

rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, 

bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah 

untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan resiko 

akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan 

pembiayaan yang layak.44 

F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa 

dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-

langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang memiliki usaha yang baik, 

 
43 Abd. Shomad dan Trisadini Prasastinah Usanti, Transaksi Bank Syariah, ( Jakarta : PT 

Bumi Aksara. 2013), hlm. 67-69 
44 Muhammad. Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Upp STIM YKPN, 2005), hlm. 305 
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namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-

kewajiban lainya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibanya.45 

Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus 

dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu 

yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka 

dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat  keadaan 

dikatakan wanprestasi, yaitu: 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, 

b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 

c. Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan 

d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam 

perjanjian.46 

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya 

untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No 13/9/PBI?2011 

tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi 

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagaian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

 
45 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), Hlm. 82 
46 Abd. Shomad, Trisadini Prasastinah Usanti, Transaksi Bank Syariah,...., hlm. 109 
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kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain 

meliputi: 

a. Pengurangan jadwal pembayaran, 

b. Perubahan jumlah angsruan, 

c. Perubahan jangka waktu, 

d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah, 

e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 

datau musyarakah, dan 

f. Pemberian potongan. 

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, 

b. Konversi akad pembiayaan, 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berhaga syariah berjangka 

waktu, 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasbah yang dapat disertai dengan rescheduling 

atau reconditioning47 

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 08/12/PBI/206 

tanggal10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, 

Penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: “Restrukturisasi pembiayaan 

 
47 Abd. Shomad, Trisadini Prasastinah Usanti, Transaksi Bank Syariah,....., hlm. 110 
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adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan 

pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.” 

Sedangkan dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 

2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 

1 butir 32: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah 

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi keajibannya dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah 

Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank 

Syariah” 

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan 

pembiayaan merupakan upaya dan langkah langkah restrukturisasi 

yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar 

pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan 

macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar 

kembali48 

 

 

 
48 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012). Hlm 84 
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G. kajian Peneliti Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Setiawan49 yang berjudul Analisis 

Peran Remidial Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Serta Cara 

Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang 

Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian ini, PT. BPRS Sukowati 

Sragen menggunakan Remidial, sebelum remidial turun ke lapangan 

untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, maka pihak Account 

Officer bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembiayaan dari awal 

pencarian nasabah potensial, solitasi nasabah, proses permohonan, 

analisis sampai dengan pembinaan, pengawasan serta pelunasannya. 

Remidial berfungsi sebagai staf yang melaksanakan kebijakan direksi 

dalam bidang penagihan secara intensif. Ketika ditengah jalan ada 

pembiayaan bermasalah, kemudian Remidial berfungsi sebagai staf 

yang melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang remedial 

(penagihan secara intensif). 

 
49 Yoga Setiawan, Skripsi “Analisis Peran Remidial Dalam Mengatasi Pembiayaan 

Bermasalah Serta Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang 

Boyolali”,  (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta) 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Isnen Nur Hasanah50 yang berjudul 

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan 200 

Ib di BRI Syariah KCP Purbalingga. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dimana si peneliti terjun langsung 

kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian 

ini, Penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah 

KCP Purbalingga antara lain dimulai melalui upaya penagihan dan 

restrukturisasi pembiayaan (reschcheduling dan reconditioning) bagi 

nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajiban angsurannya 

namun terhalang kendala usaha. Sejauh ini restrukturisasi pembiayaan 

berupa restructuring belum pernah diterapkan BRISyariah KCP 

Purbalingga terhadap salah satu nasabahnya. Sedangkan terhadap 

nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad 

untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan berupaya untuk 

melakukan maintenance, pemberian surat peringatan, mediasi, somasi, 

sampai dengan lelang agunan. 

3. Penilitan yang dilakukan oleh Bunga Nofita Sari51 yang berjudul 

Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank 

Sumut Cabang Syariah Medan. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dimana si peneliti langsung terjun kelapangan untuk 

 
50 Isnen Nur Hasanah, Skripsi “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah 

Pembiayaan 200 Ib di BRI Syariah KCP Purbalingga”, (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto)  
51  Bunga Nofita Sari, Skripsi “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada 

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan) 
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mengumpulkan data, baik menggunakan metode wawancara ataupun 

observasi. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah ada dua 

yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian 

pembiayaan. Yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan adalah  

Pertama, Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kembali dan jangka waktu kredit yang memeproleh fasilitas 

rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu 

antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan 

debitur menunjukan itikad baik. Kedua, Reconditioning (Persyaratan 

Kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat 

pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, 

jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 

perubahan maksimal saldo pembiayaan. Ketiga, Restructuring 

(Penataan Kembali) yaitu Perubahan syarat syarat pembiayaan yang 

menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian 

tunggakan bunga menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang 

dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.  

Adapun penyelesaian nya dengan cara:  Pertama, Penagihan PT. Bank 

SUMUT syariah melakukan penagihan rutin terhadap debitur yang 

bermasalah. Kedua, Gugatan Hukum merupakan salah satu 

penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui gugatan hukum. 

Tujuan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui gugatan 

hukum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan 
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sebelumnya. Ketiga, Eksekusi Lelang Hak Tanggungan adalah 

penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga 

secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai 

harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Keempat, 

WO (Write Off) didefinisikan sebagai penghapus bukuan untuk 

mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan 

Syarifah Gustiawati yang berjudul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Pembiayaan Murabaha Bank BNI Syariah Cabang 

Bogor”52. Penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan 

kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami denomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motifasi, tindakan, dll. Strategi 

penyelamatan pembiayaan bermasalah pada penelitian ini yaitu 

menggunakan stay strategy  dan exit strategy. Dimana stay strategi 

adalah merupakan strategi dimana pihak bank masih ingin 

mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks 

waktu jangka panjang. Strategi ini menggunakan upaya-upaya 

restrukturisasi. Sedangkan exit strategy adalah merupakan strategi 

dimana pihak bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi 

dengan nasabah dalam konteks waktu jangka waktu panjang kecuali ada 

 
52 Zulfikri, Ari, dkk. Journal, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada 

Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”, (Bogor : Universitas Ibn Khaldun 

Bogor) 
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faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya 

perbaikan kondisi nasabah. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Lestari dalam skripsinya yang 

berjudul Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan 

Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan 

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung. Penelitian 

yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

denomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motifasi, tindakan, dll. Dalam penelitian ini Baitul 

Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung untuk menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah menggunakan 2 cara yaitu dengan melakukan 

Controling dan Rescheduling.53

 
53 Dwi Lestari, Lina, Skripsi, “Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan 

Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil 

(BMT) Ar-Rahman Tulungagung”, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) 


